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Abstrak
Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari 
masa pra kemerdekaan hingga era reformasi memang cukup 
unik. Terjadi tarik menarik antara pemerintah pada satu 
sisi dengan civil society pada sisi yang lain. Keadaaan ini 
kadang mesra dalam arti pemerintah memberikan support 
sepenuhnya terhadap civil society dalam pengelolaan zakat 
tanpa melakukan intervensi terlalu jauh, tetapi kadang juga 
antagonis dalam arti pemerintah dengan civil society berdiri 
pada posisi yang diametral. Tulisan ini memotret pengelolaan 
zakat dari mulai era pra kemerdekaan hingga era reformasi. 
Alat analisis yang dipakai adalah Sejarah sosial, ia merupakan 
suatu bagian dari ilmu sejarah yang dikelompokkan 
berdasarkan pembagian sejarah secara sistematis.
 
Kata kunci: sejarah, pengelolaan, negara, civil society
Pendahuluan
Zakat adalah satu rukun Islam yang lima, ia hukumnya wajib 
bagi setiap umat Islam yang mampu menunaikannya. Zakat tidak 
hanya berdimensi ibadah mahdah, tetapi juga memiliki dimensi 
sosial. Dengan zakat, orang yang membayarnya tidak hanya 
memperoleh pahala dari Allah s.w.t. karena telah menjalankan 
perintah-Nya, tetapi juga dapat membantu sesamanya yang 
sedang dalam kesusahan.
Masuknya Islam ke Indonesia diyakini tentu dengan ajaran 
menunaikan zakat. Oleh sebab itu, semestinya pelaksanaan zakat 
di Indonesia (Nusantara) sudah ada sejak pertama kali masuknya 
Islam ke Indonesia yaitu pada abad VII menurut satu versi atau 
pada abad XIII menurut versi yang lain. Namun demikian, 
bagaimana pelaksanaan zakat dan pengelolaannya dalam 
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rentang sejarah panjang Indonesia belum banyak dibahas orang. 
Kebanyakan hasil penelitian tentang pengelolaan zakat dilakukan 
di era reformasi terutama setelah Indonesia memiliki peraturan 
perundang-undangan tentang zakat.
Meskipun demikian, ada beberapa hasil penelitian yang 
sudah mencoba menjelaskan pengelolaan zakat di Indonesia 
mulai awal masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya yang 
sangat outstanding adalah disertasi Amelia Fauzia “Faith and the 
State  A History of Islamic Filantrophy in Indonesia” diterbitkan 
oleh Brill 2013 dan juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh Eva Mushoffa dan diterbitkan oleh Gading Yayasan 
LKiS, 2016.
Karena keterbatasan rujukan tentang pengelolaan zakat di 
Indonesia terutama di era-era awal, maka paper sederhana ini 
banyak merujuk kepada disertasi Amelia Fauzia di atas. Sementara 
untuk era orde baru ke belakang cukup banyak referensi yang 
tersedia. Paper ini diharapkan dapat menambah khasanah 
referensi tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek sejarah 
terutama sejarah awal datangnya Islam ke Indonesia, pada masa 
kolonial hingga masa sebelum Orde Baru.
Paper ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah pengelolaan 
zakat di Indonesia yang penulis bagi dalam beberapa fase, yaitu 
fase pra kemerdekaan, fase pasca kemerdekaan, fase Orde Baru 
dan fase Orde reformasi. Variable yang penulis lihat adalah 
hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam mengelola 
zakat. Oleh karena itu, kerangka teori yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah kerangka teori Sejarah Sosial.
Kerangka Teoretik
Dalam penulisan paper ini penulis menggunakan kerangka 
teori Sejarah Sosial. Sejarah sosial merupakan suatu bagian 
dari ilmu sejarah yang dikelompokkan berdasarkan pembagian 
sejarah secara sistematis. Ia adalah cabang yang berkembang 
paling akhir dalam perkembangan kajian sejarah. Pengertian 
sejarah sosial adalah sejarah yang menggunakan ilmu-ilmu sosial 
yang mengkaji tentang struktur (bagian-bagian) dan proses 
interaksi (hubungan timbal balik) antar manusia sebagai pelaku 
sejarah sebagaimana telah terjadi dalam konteks sosio kultural 
pada masa lampau.
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Bidang garap sejarah sosial berkembang mulai dari awalnya 
hanya memberi perhatian terhadap masalah sosial dan lembaga-
lembaga sosial; tentang kehidupan sehari-hari di rumah, di 
tempat kerja dan juga di masyarakat; sejarah masyarakat biasa 
seperti kaum buruh dan pekerja secara umum; serta sejarah kaun 
buruh atau pekerja yang biasanya menyangkut kondisi ekonomi 
dan sosial, tradisi kemandiriannya, dan juga perjuangannya 
dalam upaya peningkatan kondisi dan derajat para pekerja atau 
kaum buruh.1 Sekarang bidang garap sejarah sosial berkembang 
begitu pesat hingga menempatkannya sebagai sejarah tentang 
masyarakat (history of society) yang bersifat total (total history).
Dengan demikian, sejarah tentang filantropi di Indonesia 
tidak dilihat hanya dari aspek fakta sosial keagamaan yang 
berjalan secara periodik, tetapi juga dilihat dalam perspektif 
sosiologis sebagai salah satu fenomena sosial dan bahkan politik. 
Pendekatan seperti ini penting untuk melihat hubungan timbal 
balik yang kadang-kadang mesra tapi kadang-kadang bermusuhan 
antara negara vis a vis civil society.
Pengelolaan Zakat di Era Pra Kemerdekaan
Era ini dapat dibagi ke dala dua fase, yaitu fase di bawah 
pemerintahan Kerajaan Islam dan fase di bawah pemerintahan 
kolonial. Pada fase pertama dapat digabarkan bahwa zakat 
berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. 
Praktek zakat bisa mewujud dalam dua bentuk yaitu dipraktekkan 
sebagai pajak keagamaan yang dipungut oleh negara dan ada yang 
dipraktekkan sebagai sumbangan sukarela yang dilakukan umat 
Islam tanpa melibatkan negara.2 Pada fase ini tidak ditemukan 
regulasi tentang zakat yang dibuat oleh negara atau kerajaan 
Islam pada masa itu. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
sipil dapat secara leluasa mempraktekkan zakat tanpa intervensi 
pemerintah. Sebaliknya, pemerintah (kerajaan Islam) sangat 
mendukung praktek tersebut. Hanya saja keberadaan amil sebagai 
1 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam teori, Metodologi, dan 
Implementasi, cet 2., (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 48-49
2 Amelia Fauzia, Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat 
Sipil dan Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016), 
hlm. 99.
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pengumpul zakat pada fase ini kemungkinan besar belum ada, 
sehingga zakat hanya dibayarkan oleh muzakki kepada mustahiq 
secara langsung.
Fase kedua yaitu di bawah pemerintahan kolonial Belanda. 
Pada fase ini zakat juga berkembang atau dipraktekkan oleh 
umat Islam dengan leluasa, karena pemerintahan Belanda yang 
sekuler memang menjaga jarak untuk tidak melakukan intervensi 
terlalu jauh ke dalam ranah agama. Mereka tidak berani terlalu 
mengambil risiko dengan mencampuri urusan keagamaan karena 
dikhawatirkan akan terjadi gelombang protes dari masyarakat 
pribumi. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan 
Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 yang intinya pemerintah 
Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan 
zakat dan sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam.3
Meskipun demikian, pada prakteknya pemerintah kolonial 
Belanda melakukan intervensi ketika melihat bahwa penggunaan 
dana masjid disalahgunakan atau digunakan untuk selain tujuan 
awalnya. Amelia Fauzia menyebutkan beberapa Surat Edaran 
tentang Kas/Dana Masjid dari Tahun 1901-1931 yang dikeluarkan 
oleh pemerintah kolonial Belanda atas saran dari Snouck 
Hurgronje. 
Surat edaran tersebut antara lain:
1. Surat Edaran Rahasia 3 Agustus 1901 No. 249 yang berisi 
Perintah untuk mengurangi jumlah dana masjid dan 
peringatan untuk tidak menggunakan dana ini untuk tujuan 
lain seperti penerangan jalan, renovasi jembatan.
2. Surat Edaran Rahasia 28 Mei 1904 No. 240 yang berisi 
peringatan terhadap penyalahgunaan dana masjid dan 
terhadap tindakan menganggap sepele penerapan peraturan 
pemerintah. 
3. Surat Edaran Rahasia 1 Agustus 1904 yang berisi peraturan 
biaya pernikahan dan distribusinya
4. Surat Edaran 28 Februari 1905 No. 873 yang berisi penggunaan 
uang zakat dan fitrah yang termasuk dikelola dana masjid
5. Surat Edaran 7 Oktober 1905 yang berisi pedoman pengelolaan 
dan penggunaan dana masjid
6. Surat Edaran 28 Agustus 1923  yang bertujuan untuk 
3 http//inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-
indonesia.html, hlm. 1-2. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
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mencegah terlalu banyak uang yang dimasukkan ke dalam 
dana masjid dan penggunaan dana tersebut untuk tujuan 
kebaikan yang lain.
7. Surat Edaran Rahasia 3 Agustus 1901 No. 249 yang berisi 
pengelolaan dana masjid dan pengawasan pemeliharaan 
masjid.4
Lebih lanjut Fauzia juga menampilkan contoh penyalahgunaan 
kas masjid tahun 1903-1905 yang meliputi Jawa-Madura, yaitu 
Keresidenan Banten, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, 
Rembang, Surabaya, Madura, Pasuruan, Besuki, Banyumas, 
Kedu, Madiun dan kediri.5
Kebijakan pemerintah kolonial untuk tidak melakukan 
intervensi terlalu jauh kecuali ada penyalahgunaan dirasa cukup 
memberi angin segar bagi tumbuh kembangnya gerakan civil 
society dalam pengelolaan dana-dana filantropi Islam termasuk 
zakat di dalamnya. Kebijakan seperti ini yang pada akhirnya 
membuat organisasi Muhammadiyah menjadi kelompok 
modernis yang menginisiasi pengumpulan dana-dana filantropi 
Islam kemudian mentasharrufkannya untuk kepentingan orang-
orang yang berhak seperti kaum fakir dan miskin.
Muhammadiyah mulai melakukan pengumpulan zakat 
setidaknya pada tahun 1918 yang dipelopori oleh Departemen 
Tablig. Amelia Fauzia mengutip laporan Oetoesan Islam 
September 23, 1918 yang memberitakan mengenai zakat fitrah 
sebagai berikut:
“Tableg pada hari raija soedah mendjalankan menoeloeng 
menerima dan membagi zakat fitrah. Pendapatan beras ada 
1.101 kati teroes di bagi pada fakir miskin. Orang jang minta 
ada 432 orang. Ini oesaha sanget menjenangkan benar2 bagi 
kaoem sekeng”.6
Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah sebetulnya 
meniru organisasi-organisasi Belanda dan lembaga-lembaga 
misionaris Kristen yang sudah terlebih dahulu ada dan 
4 Amelia Fauzia, Filantropi..., hlm. 139-140.
5 Ibid., hlm. 141-144.
6 Ibid., hlm. 173.
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berkembang. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam 
pengumpulan dan pembagian zakat telah mengubah model 
pelaksanaan zakat dan fitrah sebelumnya yang cenderung 
tradisionalis yakni diberikan kepada tokoh atau ulama lokal. 
Hal ini menimbulkan gesekan karena secara langsung model 
pengumpulan dan pembagian zakat seperti itu telah melakukan 
penggembosan otoritas para tokoh keagamaan tradisional.
Masdar Farid Masudi berpendapat bahwa perbedaan antara 
kedua kelompok (modernis dan tradisionalis) bukanlah pada 
prinsip dasar yang bersifat teologis, melainkan lebih kepada aspek 
prosedural yang mengacu kepada faktor-faktor sosio-historis. 
Kelompok tradisionalis yang hidup di pedesaan dan merupakan 
masyarakat agraris lebih cenderung memberikan kepatuhannya 
kepada “ajaran” melalui perantara otoritas personal yang melekat 
pada diri seorang tokoh lokal (kiai atau ulama). Sementara 
kelompok modernis yang hidup di wilayah perkotaan lebih 
cenderung menyalurkan kepatuhannya kepada “ajaran” melalui 
perantara otoritas impersonal yang ada pada institusi atau 
organisasi.7
Kritik Mas’udi terhadap gerakan modernis dalam pengelolaan 
zakat ini adalah bahwa di kelompok modernis telah melakukan 
“borjuisme keagamaan” dengan berlindung di balik kemurnian 
doktrin dan keutuhan ajaran tentang zakat, tetapi kemudian 
setelah berada di tangan, kebebasan dan uang zakat itu tidak 
dikembalikan kepada yang berhak tetapi dimonopoli oleh dirinya 
sendiri dengan cara boleh ditasharrufkan kepada dan untuk 
kepentingan organisasi.8 
Kritik Mas’udi boleh jadi benar, tetapi pada prakteknya 
sebenarnya NU juga melakukan hal yang sama dengan cara 
membiarkan sayap organisasinya, GP Ansor, melakukan 
pengumpulan dan pentasharrufan zakat dan fitrah. Menurut 
penulis, ketegangan yang muncul diakibatkan kelompok modernis 
langsung menyentuh sisi-sisi yang sensitif berkaitan dengan kapital 
ekonomi yang dimiliki oleh tokoh kelompok tradisionalis, kiai, 
yaitu zakat dan fitrah. Padahal kalau dilihat dari aspek ajarannya, 
sangat memungkinkan bagi NU untuk dapat menerima sesuatu 
7 Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam 
Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 81.
8 Ibid., hlm. 82.
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yang baru asal lebih baik dengan sesuatu yang lama sebagaimana 
kaidah al-muhafadzatu ‘ala al-qadim al-salih wa al-akdzu bi al-
jadid al-aslah.
Pengelolaan Zakat di Era Pasca Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, perhatian pemerintah terhadap 
filantropi Islam khususnya zakat dan wakaf cukup serius. 
Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang 
pelaksanaan zakat fitrah. Kementerian Agama melakukan 
pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan 
zakat berlangsung menurut hukum agama.9
Pada masa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian 
Agama tahun 1964 menyusun Rancangan Undang-undang 
tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan 
dan Pembagian Zakat serta pembentukan Baitul Mal. Namun 
tidak jelas alasannya, RUU tersebut tidak jadi diajukan kepada 
DPR. Pada tahun 1967, Kementerian Agama kembali menyiapkan 
RUU Zakat, tetapi Kementerian Keuangan tidak memberikan 
persetujuan sehingga pembahasannya dihentikan. Setahun 
setelah itu, terbitlah Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 
tentang pembentukan BAZ dan Peraturan Menteri Agama No. 
5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, 
propinsi, dan kabupaten/kotamadya.10
Rezim Orde Lama (1950-1965) memang cenderung kelompok 
modernis dalam melakukan aktifitas filantropi. Dengan kata lain, 
pemerintah Orde Lama kurang begitu memberikan perhatian 
terhadap urusan zakat dan fitrah. Orde Lama agak mirip dengan 
pemerintah Hindia Belanda dalam arti menganggap urusan agama 
adalah urusan pribadi yang tidak perlu diintervensi negara. 
Dengan demikian, perbedaan era ini dengan era sebelumnya 
adalah pada ada tidaknya perhatian pemerintah dalam urusan 
pengelolaan zakat dan fitrah. Jika di era kolonial hingga menjelang 
9 http//inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-
indonesia.html, hlm. 2. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
10 http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-dalam-riwayat-
perjalanan-pemerintahan-indonesia. Diposting pada 15 Januari 2015, 12:00 
PM. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
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kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda memberikan 
keleluasaan kepada masyarakat sipil untuk melaksanakan 
zakat dan fitrah bahkan cenderung berlepas diri, maka pasca 
kemerdekaan di bawah rezzim penguasa pribumi, pemerintah 
memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan zakat dan 
fitrah dalam bentuk penyiapan peraturan perundang-undangan 
atau yang sejenisnya. Pada taraf tertentu, era pasca kemerdekaan 
juga menandakan keterlibatan pemerintah dalam pengurusan 
zakat dan fitrah dan hal ini pada saat yang sama dapat membuat 
kekuatan civil society melemah. Kondisi demikian akan sangat 
tampak pada era Orde Baru berikut.
Pengelolaan Zakat di Era Orde Baru
Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memiliki kepentingan 
terhadap umat Islam dan zakat menjadi salah satu pintu masuk 
untuk memperoleh dukungan umat Islam terhadap rezim yang 
baru terbentuk ini. Oleh sebab itu, tidak heran setelah pidato 
Presiden Soeharto pada tanggal 22 Oktober 1968 dalam rangka 
peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Negara dibentuklah Badan Amil 
Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS).11
Kartu “zakat” dimainkan oleh rezim Orde Baru dalam rangka 
mendukung ideologi pembangunannya. Dengan demikian, 
pada saat yang sama sebetulnya rezim Orde Baru menyetujui 
dan mendukung islamisasi masyarakat hingga ke akar rumput 
bahkan dalam taraf tertentu islamisasi negara/pemerintah. Hal 
ini dilakukan menurut M. C. Ricklefs dengan tujuan untuk 1) 
memperkuat kontrol sosial, 2) menghilangkan pengaruh komunis 
dan 3) memperkecil pengaruh NU karena NU dianggap sebagai 
pesaing pemerintah di tingkat akar rumput hingga tahun 1980-
an.12
Pada tanggal 3 Maret 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri 
Agama Nomor 2 tahun 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama 
bulan Ramadlan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan 
Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 
11 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan 
Praktek Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998)
12 M.C. Ricklefs, Islamisation and its opponents in Java: A Political, 
Social, Cultural, and Religious History, c. 1930 to the Present (NUS Press and 
University of Hawai Press, 2012)
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April 1984. Kemudian pada tangga 12 Desember 1989 dikeluarkan 
Instruksi Menteri Agama nomor 16/1989 tentang Pembinaan zakat, 
infaq dan shadaqah. Lalu kemudian pada tahun 1991 dikeluarkan 
Keputusan Bersama Meneteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil 
Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman 
Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang 
Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.13
Akomodasi terhadap Islam yang dilakukan oleh rezim 
Orde Baru banyak dipengaruhi oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia). Lembaga ini pula yang berusaha untuk 
memodernkan lembaga-lembaga zakat. Buktinya bisa dilihat dari 
berdirinya Dompet Dhuafa Republika.14 Pada masa harmonisasi 
hubungan pemerintah Orde Baru dengan ‘Islam’ ini berkembang 
pula lembaga-lembaga filantropi Islam dan gagasan-gagasan 
pengembangan zakat seperti ide tentang zakat profesi dan zakat 
penghasilan.15 Meskipun demikian, sebagian umat Islam merasa 
bahwa keberpihakan rezim Orde Baru masih setengah hati 
dikarenaka1n posisi BAZNAS hanya sebagai lembaga swadaya 
masyarakat dan bukan organanisasi pemerintah atau semi 
pemerintah.16
Pengelolaan Zakat di Era Reformasi
Sebelum penjelasan tentang pengelolaan zakat di era reformasi 
terlebih dahulu penulis sedikit gambarkan tentang situasi politik 
pada masa itu. Menjelang keruntuhan Orde Baru, hubungan 
Islam dan negara sangat mesra. Tidak heran kalau banyak 
pengamat tentang Indonesia menggambarkannya sebagai proses 
13 http//inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-
indonesia.html, hlm. 2. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017. Lihat juga 
http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-dalam-riwayat-perjalanan-
pemerintahan-indonesia. Diposting pada 15 Januari 2015, 12:00 PM. Diakses 
pada tanggal 10 Maret 2017
14 Amelia Fauzia, Filantropi..., hlm. 204.
15 Ibid.
16 “Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi” 
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh Aceh Volume 
I, No. 2, Juli-September 2012.
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‘santrifikasi’. Melihat realitas politik yang semacam itu, tampaknya 
politik Islam akan tetap mendukung kebijakan pemerintah Orde 
Baru mengenai reformasi politik. Namun ternyata dugaan tersebut 
meleset jauh akibat munculnya fenomena politik tanah air yang 
berubah dengan cepat. Pasca turunnya Soeharto dan kemudian 
diserahkannya kekuasaan kepada wakilnya, Habibie, ternyata 
Habibie mengeluarkan kebijakan yang sangat menguntungkan 
pihak Islam dalam aspek politik yaitu dihapuskannya kewajiban 
menggunakan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas 
bagi organisasi sosial politik.
Fenomena lain adalah sebagaimana yang ditunjukkan 
oleh Aminuddin ketika menggambarkan posisi dan ekspresi 
perubahan kekuatan politik Islam di era reformasi. Menurutnya 
menjelang memasuki tahun 1990-an arus utama pemimpin 
politik Islam yang menerapkan strategi politik akomodatif dengan 
pemerintah menolak untuk terus bersikap akomodatif terhadap 
pemerintahan Soeharto. Bahkan sekelompok pemimpin Islam 
dari sayap modernis secara jelas menerapkan ‘strategi oposisi’ 
terhadap pemerintah. Kemudian seiring dengan kemunculan era 
reformasi, kekuatan politik Islam tampak mencoba memperkuat 
perjuangannya melalui panggung partai politik.17
Angin segar politik seperti ini akhirnya juga berimbas kepada 
pengelolaan zakat. Pada era ini lahir dua UU tentang zakat yaitu 
UU Nomor 38 tahun 1999 dan UU Nomor 23 tahun 2011 yang 
nantinya akan dibahas lebih lanjut. Perhatian pemerintah terhadap 
pengelolaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk disahkannya 
UU tentang zakat juga diimbangi oleh perkembangan yang sangat 
signifikan dalam pembaharuan praktik dan pengelolaan zakat.18
Perkembangan filantropi Islam dan pelembagaannya dipicu 
oleh tantangan sosio-politik internal dan eksternal. Yang internal 
adalah kondisi sosial politik di dalam negeri sendiri, sementara 
eksternal adalah situasi dan kondisi sosial politik di luar negeri 
17 Aminuddin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: 
Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1999) hlm. 362.
18 Lebih lengkapnya lihat M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia 
Since c. 1200, cetakan empat (MacMillan, 2008), bab enam, hlm. 382-403 dan 
juga Robert Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratisation in Indonesia 
(Princeton: Princeton University Press, 2000).
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terutama di negara-negara muslim lainnya. Situasi kedua ini 
dimanfaatkan terutama oleh kelompok modernis dan islamis 
untuk mengintensifikasi pengelolaan zakat dan secara umum 
filantropi untuk memberikan kepedulian dan penggalangan 
dana dalam rangka membantu apa yang oleh mereka disebut 
muslim brotherhood solidarity. Lahirlah Komite-Komite Aksi 
politik dan kemanusiaan seperti KISA (Komite Indonesia 
untuk Solidaritas Afganistan), KISRA (Komite Indonesia untuk 
Solidaritas Rakyat Irak), KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat 
Palestina).19 Pengumpulan dana-dana filantropi Islam untuk 
kepentingan salodaritas internasional umat Islam belakangan 
bahkan bisa disalahgunakan untuk kepentingan terorisme atau 
untuk menyokong pemberontak di suatu negara muslim melawan 
pemerintahannya yang juga muslim.20
Kembali kepada UU tentang zakat yang dikeluarkan pada 
era reformasi. UU nomor 23 tahun 2011 lebih banyak berbicara 
tentang pengelolaan zakat. Fungsi lembaga ini sebagaimana 
disebutkan di dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:21
a.  perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya-
gunaan zakat;
b.  pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya-
gunaan zakat;
c.  pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya-
gunaan zakat; dan
19 Lihat Amelia Fauzia, Filantropi..., hlm. 225.
20 Lihat kasus pengiriman dana-dana amal umat Islam oleh LSM nya 
Bahtiar Nasir kepada kelompok pemberontak Suriah. The Guardian di 
Inggris merilis bahwa zakat yang dikumpulkan dari umat Islam (2,5 % bagi 
muslim Sunni atau 5% bagi muslim Syi’ah) beberapa disalahgunakan untuk 
kegiatan-kegiatan terorisme. Komisi Bipartisan 9/11 melaporkan secara 
detail bahwa zakat disalahgunakan untuk mendanai Al Qaeda dan kelompok 
teroris lainnya. Diambil dari “Correcting The New Misinformation on Islamic 
Charities Funding Jihadist Terrorism”, in Abdurrahman Alamoudi, Abu 
Sayyaf, Al Qaeda, Al Shahaab, Bin Laden, Hamas, Hezbollah, Holy Land 
Foundation, Islam, Islamic Charities, Islamic Development Bank, Islamic 
Law, Islamic Relief, Jemaah Islamiyyah, Jihad, Jihadist Groups/Individuals, 
KindHearts, Lashkar e Taiba, Money Laundring, Muslim Brotherhood, 
Pakistan, Philliphines, Qaradawi, Salafism, Saudi Arabia, Sharia Compliant, 
Sharia Law, Somalia, Taliban, Terror Funding, Terrorism, Wahabism, Zakat. 
Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
21 Llihat UU no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
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d.  pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 
zakat.
Kemudian kewenangan pengawasan BAZNAS terhadap LAZ 
(Lembaga Amil Zakat) terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi: LAZ 
wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS 
secara berkala. Namun demikian, ada problem yang cukup serius 
saya kira dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Pertama, 
BAZNAS seakan tidak memiliki power yang cukup untuk memaksa 
LAZ melaporkan dana filantropinya, BAZNAS juga tidak memiliki 
SDM yang cukup untuk sampai kepada pengawasan maskimal 
terhadap pengelolaan dana-dana filantropi LAZ. Kedua LAZ sendiri 
enggan untuk melaporkan dana filantropinya kepada BAZNAS. 
Mereka merasa sudah cukup melaporkan dana filantropinya 
secara internal organisasinya. Suatu contoh LAZISMU sudah 
merasa cukup melaporkan kepada PW atau PP Muhammadiyah 
baik secara keuangan maupun secara syariahnya atau minimal 
mereka sudah melaporkan secara publik melalui websitenya. 
Begitu pula LAZISNU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan lain-
lain belum ada LAZ yang sudah melaporkan dana filantropinya 
kepada BAZNAS. 
Dengan UU ini kelihatannya pemerintah memang memberikan 
banyak perhatian kepada umat Islam terutama kaum modernis 
dan islamis dalam pengelolaan zakat. Implikasi dari UU tersebut 
pemerintah harus membentuk BAZNAS, BAZDA tingkat Propinsi 
dan kabupaten/kota (menurut UU Nomor 38/1999 tapi kemudian 
dirubah menjadi BAZNAS untuk semua tingkatan menurut UU 
Nomor 23/2011), kemudian harus juga dibentuk UPZ (Unit 
Pengumpul Zakat). UU tersebut juga memberikan payung hukum 
yang jelas terhadap keberadaan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang 
dibentuk oleh masyarakat sipil.
Implikasi yang lain dari keluarnya UU tentang zakat tersebut, 
pertumbuhan dan pengumpulan zakat secara kuantitatif memang 
mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut penulis 
gambarkan pertumbuhan dan perolehan pengumpulan zakat 
Infaq dan Shadaqah dari tahun 2002 hingga 2010.22 
22 http//inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-
indonesia.html, hlm. 3.
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1 2002 68,39 Milyar -
2 2003 85,28 Milyar 24,70
3 2004 150,9 Milyar 76,00
4 2005 295,52 Milyar 96,90
5 2006 373,15 Milyar 26,28
6 2007 740 Milyar 98,30
7 2008 920 Milyar 24,32
8 2009 1,2 Triliun 30,43
9 2010 1,49 triliun 53,85
Namun demikian, pada sisi yang lain sebetulnya negara 
sedang ingin mengontrol civil society. Jadi tarik menarik 
kepentingan (kontestasi) antara pemerintah dan civil society 
sedang berlangsung. Hal ini bisa dilihat dari penolakan LAZ-
LAZ terhadap beberapa pasal dalam UU nomor 23 tahun 2011 
dikarenakan intervensi pemerintah dalam hal akuntabilitas amil 
zakat terlalu jauh, karena itu LAZ-LAZ mengajukan Judicial 
review kepada Mahkamah Konstitusi.
Contoh dari upaya pemerintah dalam mengontrol hegemoni 
praktek dan pengelolaan zakat adalah ketika pemerintah 
membuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 18, Undang- undang Pengelolaan 
Zakat memberikan aturan yang cukup ketat terkait izin amil 
zakat, yang mana dalam pasal tersebut Pembentukan Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa persyaratan yang 
diwajibkan oleh undang-undang diantaranya wajib mendapat 
izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.23 Bahkan 
LAZ yang sudah terbentuk itu pun wajib melaporkan pelaksanaan 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang 
telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Selain itu, dalam 
pasal selanjutnya terdapat beberapa aturan larangan untuk 
melakukan tindakan pengalihkan dana zakat, infak shadaqah 
yang ada dalam pengelolaannya serta bertindak selaku amil zakat 
melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan 
zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
23 Pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat.
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Penutup
Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari masa pra 
kemerdekaan hingga era reformasi ditandai oleh hubungan yang 
unik antara pemerintah pada satu sisi dengan civil society pada 
sisi yang lain. Hubungan itu kadang mesra (harmonis) dalam 
arti pemerintah memberikan support sepenuhnya terhadap civil 
society dalam pengelolaan zakat tanpa melakukan intervensi 
terlalu jauh, tetapi kadang juga antagonis dalam arti pemerintah 
dengan civil society berdiri pada posisi yang diametral. Satu ketika 
pemerintah dan civil society berkontestasi dalam memperebutkan 
“hegemoni” atau “dominasi” dalam praktek dan pengelolaan 
zakat. Oleh sebab itu, praktek dan pengelolaan zakat di Indonesia 
mungkin unik dan berbeda dengan praktek dana pengelolaan 
zakat di negera-negara muslim lainnya. 
Tesis yang menyatakan bahwa kalau negara/pemerintah 
lemah, maka civil society kuat atau sebaliknya jika civil society 
lemah, maka negara/pemerintah akan kuat tidak selalu benar 
dalam konteks Indonesia. Itulah tesis yang dikemukakan oleh 
Amelia Fauzia dalam bukunya. Namun demikian, meskipun paper 
ini banyak merujuk kepada karya Amelia Fauzia, tetapi penulis 
agak berbeda dengannya dalam hal bahwa tidak selalu antara 
pemerintah/negara dan civil society berdiri dalam posisi yang 
binar, tetapi bisa jadi terjadi suatu kondisi dimana pemerintah/
negara kuat tapi civil society juga kuat minimal negara tidak bisa 
melemahkan civil society. Itulah yang penulis lihat pada praktek 
dan pengelolaan zakat di era Indonesia paling mutakhir. 
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